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palam rapat Pleno ke-5 tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama di-
Bandung.

Setelah membahas @

Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta
Berencana Delapan Tahun 1961 — 1969" hasu karya Depernas, dan
menelitinya atas dasar Amanat Pembangunan Presiden pada tanggal
08 Apustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis sebagai garis-garis
besar daripada haluan pembangunan :

Menimbang :

1. bahwa periu segera ditetapkan Garis-garis Besar Pola Pembangunan
serta ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaannya ;

2. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah suatu
pembangunan dalam masa peralihan, yang bersifat menyeluruh
untuk menuju  tereupainya ‘mesyarakat-adil-<dan-makmur-berdasar-
kan-Pancasila atau Masyarakat Sosialis Indonesia dimana tidak
terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia,
guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat;




bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun :
1961 - 1968 adalah pembangunan tahap pertarna, yang nasional,
semesta, berencana dan berisikan iripela untuk meletakkan dasar-
dasar pembangunan rokhaniah dan jasmaniah yang sehat dan kuat
serta pembangunan fata-perekonomian nasional yang sanggup berdiri
sendini dan tidak tergantung kepada pasang-suruinya pasaran dunia;

bahwa svarat pokok untuk pembanpunan rokhaniah yvang sehat dan

kuat adalah antara lain menegakkan kembali kepnbadian dan kebu-
dayaan Indonesia yang berdasarkan semangal demokrasi terpimpin,
ekonomi terpimpin dah golong-rovong sepertl dijeiaskan dalam
dusar negara Pancasila, dan mengutumakan kesadaran dalam dasar
negara Pancasita, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahaja dan
kejujuran sesuai dengan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

bahwa syarat pokok untuk pembangunan tata-keperekonomian
nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan
rakyat pada umumnya darl pengaruh kolonialisme, imperialisme,
feodalisme dan kapitalisme dengun melaksanakan undreform
menurut ketentuan-ketentuan Hulum Nasjonal Indanesia, seraya
meletakkan dasar-dasar bagi industralisasi, terutama industri dasar
dan industr berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleb negara,

Mengingat ;

1.

Amanat Pendentaan Rakyat yang terkandung dalam Pembukaun
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Pasal-pasal 27 ayat 2, 28, 29, 30, 32, 33 dan 34 Undang-Unduang
Dasar Republik Indeonesia 1945;

Pasal 1 avat 2 Undang-Undang Dusar Republik Indoncesia 1945
yang menentukan bahwa ,Kedaulutan adalah ditangan Rakvat,
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat’,

Pasal 3 yo pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Re-
publik Indonesia 1945,

Pasal 2 avat 3 Undang-Undang Dasar [Lepublik Indonesia 194 5;

Amanat Négam yvang diucapkan oleh Presiden podo pembukaan
Sidang Pertama M P,R.§, tanggal 10 Nopember 1960;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik
Indonesia No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 tentang
oManifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar
daripads haluan Negara”,



8. Permusyawaratan dalam rapat-rapat Komisi-komisi, musyawarah
dan mufakat Pimpinan M.P.R,S. dengan Badan Pembantu Musya-
warah {BAPEMUS) dan rapat-rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara pada tanggal 17 Nopember 1960 satnpai dengan 3 De-
sember 1960,

MEMUTUSK A N:

Menetapkan Ketetapan tentang Gars-garis Besar Polo Pemboangunan
Nasional Semesta Berencanz Tahapan Pertama 1961 — 1969 sebaga
berikut :

BAB L
GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN

' Pasal 1

(1) Menyatakan bahwa Garis-garic Besar Pola Pembangunan termasuk
Pola Proyek yang dimuat dalam RANCANGAN DASAR UNDANG-
UNDANG PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA DE-
LAPAN TAHUN 1961 — 1969 hasil karya Depernas yang termuat
dalam Buku kesatu Jilid I, II dan III pada umumnya sesual dengart
Amanat Pembangunan Presiden tertanggal 28 Agustus 1959 vang di-
ucapkan maupun yang tertulis dan pada umumnya sesuai pula dengan
Manifests Politik Republik Indonesia yang telah diperkuat oleh Majelis

Permmusyewaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. I/MPRS/
1960.

(2) Menerima Garis-garis Besar Pola Pembangunan hasil karya
Depernas seperti termuat dalam Buku kesatu Jilid 1, II, JII sebagai
Garis-garis Besar Pola Pembaengunan Nasional Semesta Berencana dengan
ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam pasal-pasai dibawah ini.

BAB 11

KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Bidang Mental/Agama/Kerokhanian /Penelitian

(1) Melaksanakan Manifesto Politik difapangan pembinaan Mental/
Agama/Kerokhanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat
spiritual dan materiil agar setiap warga-negara dapat mengembangkan




ke.pn'hacliannya dan kebudayaan Nagional Indonesia serta menolak pe-
ngaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.

(2) Menetapkan Pancasila dan Manipo! sebagai mata pelajaran diper-
guruan -rendah sampai dengan perguruan tinggi.

(3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelujaran disekolah-
sekolah mulai dari sekolah rakyat sampal dengan Universitas-universitus
Negeri dengun pengertian bDuhwa murid-murid berhak tidak (kut-serta,
apabila wal mund /murid dewasa menyatakan keberatannya,

(4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah  ibadah
dan lembaga-lembaga keagamaan,

(5) Menyelenggarakan kebijaksanwan dan sistim pendidikan nussjional
yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangun-

an sesual dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak
luhur,

{6) Mengusahakan agar segala bentuk dan perwujudan Kesenian
menjadi milik seluruh rakyat dan menyinarkan sifat-sifal nasional.

(7) Memperkuat usaha penerangan sebagal media penggerak rakyat
dan masss revolusioner.

(8) Kebijaksanaan penelitian disesuaikan denﬁan politik Iuarnegeri
bebas dan akiif serta mengikut-sertakan rakyat tanpa meninggalkan
syarat-syarat ilmiah.

Pasal 3

Bidang Kesejohtervan

(1) Kebijaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan ditujukan
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyal yang merata dalam Keseluruh-
annya. :

(2} Menjamin setiap warga-negara akan pekerjaan dan penghasian
yang layak guna memenuhi keperluan hidup sehari-han bag dinnya sen-
diri beserta keluarganya, seperti antara lain keperluan sandang-pangan,
perumahan, kesebatan, pendidikan, kebudaysan dan keogumaan seriao
jaminan untuk hari tua.

(3) Membangunkan usaha-usaha khusus untuk meninggkan tingkat
hidup kaum buruh, tani, nelayan dan kaum pekerja pada umumnya
dengan menghapuskan beban-beban sebagai peninggalan dari hubungan
kerja kolonial dan feodal seria memberantas pengangguran.



Pasal 4

Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan

(1) Untuk menjamin berhasilnya peloksansan Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun : 1361 — 1969, diperlukan
penyesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnya dalam rangka
pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangun.

an Semesta Berencans serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyaws.-
rutan Rakyat Sementara.

(2) Mengikut-sertakan rakyat dan seluruh alat-kelengkapan serta
seluruh semangat dan daya-kerja bangsa dalam suatu gerakan massa
{rmassa-aksi) yang berbentuk satu organisasi Front Nasional.

(3) Landreform sebagal bagian mutiak daripada revolusi Indonesia
adalzh basis pembangunan semmesta yang berdasarkan prinsip, bahwa

tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan,

{4) Politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandaskan
Manifesto Politik Hepublik Indonesia beserta perperinciannya dan ber-
pangkal kepada kelkuatan rakyat dengan bertujuan mejamin keamanan/

pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranya perda-
maian dunia.

{5) Pertanhanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif
dan bersikap anti-kolonialisme dan anti imperialisme dan berdasarkan
pertahanan rakyat semesta yang benntikan tentara sukarela dan milisi.

(6) Mengingat bahwa jalannya Pembangunan Nasional Semests
Berencana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan maka
perlu dilaksanakan pembangunan tata-perdesaan yang demokratis {de-
mocratic rural development) yang merata dan berencana sebagat salah
satu landasan dalam pelaksanazan Pembangunan Nasional Semesta.

Pasal B
idang Produhsi

(1) Pemizangunan Nasional Semesta Berencana 1961 — 1969 supaya
ditujukan kearah pengutamaan produksi bshan keperluan hidup rakyat
yang pokok untuk mencapoi taraf mencukupi keperiuan serta menuju
kearah pembagian pendapatan nasional yang adil dan merata.

(2} Cabang-cabang produksi yang vital untuk perkembangan per-
ekonomian nasional dan menguasai bajat hidup rakyal banyak, dikuasai
oleh Negara, jika perlu dimiliki oleh Negara.



(3) Untuk mengembangkan daya produksi guna kepentingan masya-
rakat dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu diikut-sertakan rakyat da-
lam pengerahan semua modal dan potensi (funds, and forces) dalam
negern, dimana kanm burah dan tan memegang perangn vang penting.

Pasal &
Bidong Distriburi dan Perhubungan

{1) Pemerintah menyelenggarakan tata<distribusi  barang-barany
keperluan hidup sehari-harl agar dapat sampal ditangan rakyat dengan
cepat; cukup, merata, murah dan baik,
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penting bagi ponghidupan rakyat banyak dengan moengutamakart fkuts
sertanya koperasi-koperasi, Rukun-rukun Kampung, Rukun-rukun Te-
tangpa serta sejenisnya dan swasta Nasional sebggai pembantu.

(2) Pemerintah menyelenggarakan impor barang-barang kebutuhan
pokok untuk rakyat dan bahan-bahan baku serta bahan-bahan penolong
untuk industri vital, dan menguasai ekspor bahan-bahan baku.

{4) Negara menguasai dan menyelenggarakan perhubungan'dan ang-
kutan didarat dan laut yang vital, serta angkutan udara dan perhubungan
telelkkomunikasi seluruhnya.

Pasal 7
Bidang Keuangan dan Pembiavaan

(1) Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Beren-
cana ity pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam
negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds
and forces) yang progresif; dengan sejauh mungkin tidak menambah
beban rakyat.

{2) Jika modal nasional guna pembiayaan pembangunan belum
mencukupi, dapat diadakan kega-sama ekonomi dan teknik dalam arti
luas dengan luar neger, dengan ketentuan bahwa hal tersebut :

a. tidak bertentangan dengan Manifesto Politik dan Amanat Presiden
tentang Fembangunan;

b. disusun dalam perundang-undangan bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian nasional yang'
kuat "dan bebas, diperiukan adanya suatu sistim moneter yang sehat



dan stabil guna melancarkan produksi, distribusi dan perdagangan, serta
peredaran uang yang berencana.

Paza) B
Ketentuan Pelaksanaan

(1) Dalam pelaksanaan Pola Pembanpgunan Nasional Semesta Beren-
cana Delapan Tahun @ 1961 — 1968, maka hasil karya Deépernas Jilid
1V sampai dengan XVII perlu diperhatikan oleh Pemerintah sebagai
pedoman pelaksanaan manakala tidak bertentangan dengan ketetapan
ini.

(2} Untuk menjamin berlangsungnya Pembangunan Nasional Semes-
ta Berencana Delapan Tahun @ 1961 — 1969, pelaksanaan pembangunan
ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

BAB Il
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal ©
(1) Pada Ketetapan ini diikut-seriakan tiga lampitan yang dinamakan
Lampiran A, Lampiran B don Lampiran C.

(2) Lampixan A tersebut poadn ayat (1) diatas merupakan penyempur-
naan daripada Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasiona! Semesta
Berencana karya Depernas, sedangkan Lampiran B dan Lampiran C
merupakan pedoman bagl pelaksanaannya.

(3) Isi Lampiran A mempunyai kekuatan scbagai amandcmen-aman-
demen daripada Buku kesatu dilid [, I dan {II.

BAB IV
KEKUASAAN PENUH

Pasal 10
Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi

Angkatan Perang/FPemimpin Besar Revelusi Indonesia untuk melaksana-
kan putusan-putusan ini.

Ditetapkan dikota Bandung -
pada tanggal 3 Desember 1960,

*} DICABUT dengan Ketotapan MPRS No. XXX VIII/MPRS/186E,



